Menimbang:

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh
karena itu perlu menggali potensi untuk meningkatkan
pendapatan Daerah;

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka pengaturan tentang Retribusi Jasa Umum harus
disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Jasa Umum.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomukasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5150);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan,;

22.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Nomor 12);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008
Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
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Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
dan pertambangan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selajutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan

telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.

Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat
jual beli barang dan/atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los
dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar
menawar.

Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan
dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta
dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan
/atau jasa.

Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding
yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk
berjualan barang dan/ atau jasa.

Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan
kios dan atau los dan /atau bangunan penunjang pasar lainnya dan
dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa

Halaman Pasar adalah tempat terbuka pasar mulai dari dinding terluar
pasar sampai dengan batas resmi terluar tanah pasar yang dapat
digunakan untuk berjualan dan parkir kendaraan.
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Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaran yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas
rel.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud
cair yang tidak dimanfaatkan kembali.

Menara telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang
didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di
mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk
memadamkan kebakaran.

Alat Pemadam api ringan adalah alat yang ringan serta mudah dilayani
oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
Instalasi Pemadam Kebakaran adalah kelengkapan keselamatan pada
sebuah gedung dan /atau kawasan.

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan
/atau pengujian alat dan instalasi pemadam kebakaran yang dimiliki dan/
atau dipergunakan oleh masyarakat, Badan , Pemerintah dan Swasta.
Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
yang ditempelkan pada alat pemadam kebakaran sebagai bukti bahwa alat
pemadam kebakaran telah diperiksa oleh petugas.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan
pemeriksaan alat dan instalasi Pemadam Kebakaran yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Teguran adalah surat peringatan kepda wajib retribusi yang tidak
membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagai
awal tindakan penagihan retribusi terutang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam
pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan
penyidik Polri.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

Moo o

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,;

Retribusi Pelayanan Pasar;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut
Retribussi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat
parkir di tepi jalan umum.



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yang
bersangkutan , dan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :
a. Sepeda motor : Rp. 500,-
b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 1.000,-
c. Mikro Bus truk dan sejenisnya : Rp. 3.000,-
d. Truk Gandengan, Tronton, Kontainer dan sejenisnya : Rp. 5.000,-
BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan
fasilitas pasar.

Pasal 10
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas
pasar tradisional / sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah meliputi :
a. pemberian hak menggunakan kios atau los;
b. penggunaan kios;
c. penggunaan los;
d. penggunaan pelataran.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 11
Subjek Retribusi adalah orang pibadi atau badan yang menggunakan fasilitas
pasar.



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, luas
penggunaan dan jenis layanan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 13
Prinsip dan sasaran dalam penetapan  tarif Retribusi Pelayanan pasar
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi untuk pelayanan penggunaan kios, los
dan pelataran ditetapkan sebagai berikut :

NO | KELAS PASAR JENIS SATUAN BESARAN TARIF
FASILITAS (Rp)

1. | KELASI Kios M2 /hari 175
Los M2 /hari 175
Pelataran M2 /hari 175

2. |KELAS I Kios M2 /hari 150
Los M2 /hari 150
Pelataran M2 /hari 150

3. | KELAS III Kios M2 /hari 150
Los 100
Pelataran 100

4 PASAR HEWAN | Ternak besar Ekor/hari 3.000
Ternak kecil Ekor/hari 1.500

(2) Pedagang baru yang mendapatkan fasilitas pasar yang berupa kios, los dan
halaman luar los yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah
dikenakan Retribusi menempati kios sebesar 100 % (seratus persen) dari
nilai bangunan dan dibebaskan dari Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selama 1 (satu) tahun.

(3) Pedagang lama yang mendapatkan fasisilitas pasar berupa kios, los dan
halaman luar los yang baru selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah
dikenakan retribusi menempati kios sebesar 55 % (lima puluh lima persen)
dari nilai bangunan dan dibebaskan dari Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) selama 1 (satu ) tahun.



BAB V
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 15
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi
atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian
kendaraan bermotor dan termasuk kendaraan diatas air.

Pasal 17
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan
pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan
( JBB) dan jenis pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20
(1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Biaya pengujian:

1. JBB 0-3.499 Kg sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima rupiah};

2. JBB 3.500 - 8.000 Kg sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu
rupiah};

3. JBB 8001 - 15.000 Kg sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima
rupiah);

4. JBB diatas 15.000 Kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

5. Kereta Gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 50.000,-(lima
puluh ribu rupiah).



b. Biaya penggantian Tanda Uji Berkala sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima
ratus  rupiah);

c. Biaya penggantian Buku Uji Berkala sebesar Rp.10.000,-( sepuluh ribu
rupiah);

d Biaya penggantian Tanda Uji Berkala karena hilang atau rusak sebelum
habis masa berlakunya sebesar Rp.22.500,-(dua puluh dua ribu lima
ratus rupiah );

e. Biaya penggantian Buku Uji Berkala karena hilang atau rusak sebelum
habis masa berlakunya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah ).

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk kendaraan

numpang uji masuk .

(3) Buku Uji Berkala Pengganti yang hilang dapat diganti paling cepat 14

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat kehilangan dari Kepolisian.

BAB VI
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 21
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut
Retribusi atas pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan
penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak
swasta.

Pasal 23
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola
lumpur /limbah tinja dengan memanfaatkan IPLT( Instalasi Pengolahan
Limbah Tinja ) dengan melakukan penyedotan kakus melalui Dinas
Kebersihan Pertamanan( DKP).

Pasal 25



(1) Bagi pengusaha penyedotan swasta yang beroperasi di wilayah Daerah wajib
mengelola limbah/lumpur tinja dengan memanfatkan IPLT.

(2) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-
undangan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26
Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kapasitas maksimal tangki
berdasarkan frekuensi penyedotan kakus yang dilaksanakan dan jarak dengan
tempat pembuangan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

(1) Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sampai
dengan jarak 10 (sepuluh) kilometer ditetapkan sebesar Rp. 60.000,00/M3
(enam puluh ribu rupiah) per meter kubik.

(2) Kelebihan jarak melebihi 10 (sepuluh) kilometer pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan cara mengalikan sisa jarak
pulang pergi dengan harga per liter bahan bakar yang digunakan dibagi 2
(dua).

BAB VII
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 29
Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
Retribusi atas pemanfaatan ruang yang digunakan untuk Menara
Telekomunikasi.

Pasal 30
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 31

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan
pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.



Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 33
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 34
Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara
Telekomunikasi.

BAB VIII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 35
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut
Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat serta instalasi
pemadam kebakaran.

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 36
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan /atau pengujian alat pemadam kebakaran , alat

penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah
Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan
kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan
oleh masyarakat.

Pasal 37
(1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang
memanfaatkan pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



(2) Dibebaskan dari Retribusi adalah pemeriksaan alat pemadam kebakaran

milik Pemerintah Daerah.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Bagian Kedua

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis/bentuk, volume,
alat pemberian label dan volume pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan

dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
sebagai berikut :

ISI/BERAT/ TARIF
NO JENIS/BENTUK SATUAN RETRIBUSI KETERANGAN
(liter /kg) (Rp)
1. |Busa /super busa]| 15 liter 7.500,- Per Tabung
dan sejenisnya 16 liter 8.500,- Per Tabung
<25 liter 10.000,- Per Tabung
2. | Drypowder (serbuk | >5 kg 5.000,- Per Tabung
kering, gas CO2,|6-10 kg 6.500,- Per Tabung
halon, dan | 11-15 kg 7.500,- Per Tabung
sejenisnya) <15 kg 10.000,- Per Tabung
3. |Instalasi pemadam | Per Unit / 150.000,- 1. Pemeriksaan
kebakaran jenis | Sistem Gambar
hydran 2. Pemeriksaan
Visual
4. |Instalasi pemadam | Per Unit / 150.000,- 3. Pengujian Tanpa
jenis springkler Sistem Beban
5. |Instalasi pemadam | Per Unit / 150.000,- 4. Pengujian Beban
jenis gas dektator Sistem 5. Rekomendasi
Teknis
BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.




BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 42

(1) Masa Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah setiap kali
pelayanan parkir.

(2) Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah 1(satu) hari atau 1 (satu) tahun
sesuai jenis pengenaan Retribusi.

(3) Masa Retribusi Pengujian Kendarran Bermotor adalah 6 (enam) bulan atau
setiap kali memanfaatkan layanan.

(4) Masa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap kali
memanfaatkan pelayanan.

(5) Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah1 ( satu) tahun.

(6) Masa Retibusi Pelayanan Pemeriksaan alat pemadam Kebakaran adalah
setiap pemeriksaan.

Pasal 43
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 44
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 45
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 46
(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan jasa umum yang bersangkutan.



(2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 47

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 48

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 49
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50
(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi adminitrasi berupa bunga 2 % ( dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Daerah.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 51

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENAGIHAN

Pasal 52
(1) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran sebagi awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 53
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:



a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 54
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 55
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan Retribusi.
(2)Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

(3)

(1)

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 57
Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama
3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan  penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum
Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15
Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum beserta
perubahannya (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Karanganyar Tahun 1998 Nomor 109 Seri B Nomor 4);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 9
Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 34 Seri B
Nomor 6);

C. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 7 Seri B.6);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2001 Nomor 93 Seri B.17) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 9);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 94 Seri B.18);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006
Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .



Pasal 61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juni 2012
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M. Hum
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 4



L.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

UMUM

Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah memerlukan
pendapatan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang
berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan
wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini
belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Karanganyar karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan
dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari retribusi perlu
ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi
daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten
Karangannyar yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan yang
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 . Untuk menindak
lanjuti hal tersebut perlu disusun beberapa objek retribusi jasa umum
kedalam 1(satu) Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar dalam
pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Karanganyar, dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat menjadi lebih baik.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30-

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas



Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi :
1. Instalasi Kebakaran Jenis Hydrant :
Nozle
Selang
Bpx Hidrant
Pilar Hidrant
Pemipaan
Pompa Centrifugal
Pompa Jocki
Bejana Penyangga tekanan(Priming Tank)
Tingkap Pengaman
Catu Daya/ Penggerak
sta1a31 Springkler :
Mata Springkler
Pipa saluran
Pipa Cabang
Pipa Utama
Pompa Centrifugal
Pompa Jocki
Bejana penyangga tekanan(Pring Tank)
Tingkap Pengaman
Catu Daya/Penggerak
Keren buang.
talas1 Gas :
Nozle / Sprngkler
Pemipaan
Bejana Penyangga tekanan (priming tank)
Tingkap Pengamanan
Botol Baja gas
Alam Detektor
Panel Listrik
stalasi Alam Detektor
Head Deyektor
Smoke Detektor
Combain Smoke and kead Detektor
Alarm/Anusiator
Instalasi Listrik
Catu daya
Panel Control.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
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Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas



